
BUPATI MELAWI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARARAT

DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka  m eningkatkan  m u tu  pelayanan
k eseh a tan  di U nit P elaksana  Teknis D aerah P usat 
K esehatan  M asyarakat se rta  m en ingkatkan  k inerja 
pe layanan  dan  kese jah te raan  pegawai;

b. bahw a dalam  rangka  m em berikan  perlindungan  dan  
m ew ujudkan  ak u n tab ilita s  dalam  pengelolaan k euangan  di 
U nit Pelaksana  Teknis D aerah  P u sa t K esehatan M asyarakat;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  
B upati ten tan g  Pedom an Pem anfaatan  P endapatan  Pada 
B adan  L ayanan U m um  D aerah Unit P elaksana  Teknis 
D aerah P u sa t K esehatan  M asyarakat Di K abupaten  Melawi;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 34 T ahun  2003 ten tan g  
Pem ben tukan  K abupaten  Melawi d an  K abupaten  S ekadau  
di Provinsi K alim antan B ara t (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2003 Nomor 149, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4344);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana telah  
d iubah  beberapa  kali d an  te rak h ir dengan U ndang-U ndang 
Nomor 6 T ahun  2023 ten tan g  Penetapan  P era tu ran  
Pem erin tah  Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 T ahun  
2022 ten tan g  C ipta Kerja m enjadi U ndang-U ndang 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2023 Nomor 
41, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
6856);

4. P era tu ran ...



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 315);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN
PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Melawi.

3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di 
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi yang terdiri 
dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat 
Inap/Rawat Jalan.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
daerah pada umumnya.

7. U nit...



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang 
pada Dinas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas, yang 
selanjutnya disebut PPK BLUD UPTD Puskesmas adalah pola 
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat 
guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah.

10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima 
oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 
konsultasi visite, dan atau pelayanan lainnya.

11. Biaya operasional adalah biaya mencakup seluruh belanja 
BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja 
modal.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pemanfaatan dana pendapatan BLUD pada UPTD
Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD 

Puskesmas PPK BLUD, guna membangun citra Pemerintah 
Daerah kepada masyarakat;

b. meningkatkan kineija keuangan dan kineija pelayanan 
kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas;

c. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta 
mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di 
BLUD UPTD Puskesmas;

d. m en ingkatkan ...



d. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai BLUD UPTD 
Puskesmas; dan

e. meningkatkan motivasi dan disiplin keija dalam mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai 
tanggung jawab profesi dan kewenangan serta tugas pokok 
masing-masing.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas :
a. Pejabat Pengelola; dan
b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a bertanggung jawab terhadap kineija operasional dan 
keuangan BLUD, yang terdiri atas :
a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang 
berlaku di BLUD.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kineija BLUD.

Pasal 5

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya dapat dibantu dengan bendahara pembantu 
penerimaan dan bendahara pembantu pengeluaran yang 
ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 6

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
b merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
yang berasal dari ASN maupun Non ASN.

(2) Pegawai yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas :
a. pegawai negeri sipil; dan
b. pegawai pemerintah dengan peijanjian keija.

(3) Pegawai yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang di luar aparatur sipil negara yang terdiri atas :
a. tenaga kontrak daerah;
b. tenaga yang diangkat dan digaji dari pendapatan BLUD 

UPTD Puskesmas yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
c. tenaga medis yang berasal dari program internsip; dan
d. tenaga yang berasal dari program penugasan khusus 

termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

BAB IV...



BAB IV
SUMBER PENDAPATAN PADA BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 7

Sumber pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :
a. jasa layanan;
b. APBD;
c. hibah;
d. hasil keijasama dengan pihak lain; dan
e. Iain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua 
Dana Pendapatan

Pasal 8

(1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa 
layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri 
dari:
a. pelayanan kesehatan umum;
b. dana kapitasi;
c. dana non kapitasi; dan
d. prolanis.

(2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari 
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa 
pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum APBD.

(3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari 
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa 
hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari 
masyarakat atau badan lain.

(4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari 
hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan 
sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan 
peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD 
sebagaimana tercantum dalam naskah peijanjian hibah.

(5) Pendapatan hasil keijasama dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa hasil yang 
diperoleh dari peijanjian keijasama BLUD UPTD Puskesmas 
dengan pihak lain yang memberikan manfaat pada kedua 
belah pihak yang bersepakat.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
BLUD UPTD Puskesmas;

e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 9...



Pasal 9

(1) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, digunakan untuk dukungan biaya 
operasional BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e dan 
huruf f, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

(3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha 
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan 
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber 
pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD 
Puskesmas.

Pasal 10

(1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dikelola langsung untuk membiayai 
pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai rencana bisnis 
dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(2) Dalam hal tertentu, pendapatan BLUD dapat dikelola 
langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa 
melakukan perubahan RBA.

(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kejadian luar biasa penyakit; dan
b. kejadian kahar.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

(5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dicatat pada jenis-jenis lain-lain PAD yang sah pada obyek 
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

(6) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD 
Puskesmas.

BAB V
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA 

BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 11

(1) Penetapan besaran dana pendapatan berdasarkan jumlah 
pendapatan perbulan pada tahun anggaran beijalan.

(2) Pendapatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dimanfaatkan 
oleh BLUD UPTD Puskesmas seluruhnya untuk :
a. jasa pelayanan; dan
b. biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi seluruh sumber 
daya manusia BLUD UPTD Puskesmas.

B agian K edua...



Bagian Kedua 
Prinsip

Pasal 12

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab
dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip
sebagai berikut:
a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, 

sumber daya manusia dan atau layanan BLUD UPTD 
Puskesmas;

b. kesetaraan, yaitu memperhatikan penyedia layanan sejenis;
c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan 

dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
d. kineija, yaitu memperhatikan kineija layanan dan kineija 

keuangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Dana Pendapatan BLUD 

Pasal 13

(1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan 
kesehatan umum dan dana kapitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dimanfaatkan 
sebagai berikut:
a. sebesar 60% (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk 

jasa pelayanan untuk seluruh pegawai dan pejabat BLUD 
UPTD Puskesmas;

b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya 
operasional pelayanan BLUD UPTD Puskesmas; dan

c. sebesar 10% (sepuluh persen) dimanfaatkan untuk tim 
manajemen BLUD.

(2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana non 
kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 
dimanfaatkan untuk :
a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa 

pelayanan pemberi layanan; dan
b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasional 

BLUD UPTD Puskesmas.
(3) Pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana non 

kapitasi yang didapat dari klaim oleh jaringan BLUD UPTD 
Puskesmas dikembalikan kepada jaringan BLUD UPTD 
Puskesmas sebesar 100% (seratus persen) dari klaim yang 
dibay arkan.

(4) Pemanfaatan dana pendapatan BLUD yang berasal dari 
prolanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 
d berasal dari klaim yang dibayarkan oleh BPJS melalui 
rekening BLUD UPTD Puskesmas dibayarkan 100% (seratus 
persen) sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam 
bukti bayar.

Bagian Keempat 
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 14

(1) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan 
kesehatan umum dan dana kapitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai 
skor poin individu.

(2) Kriteria...



(2) Kriteria perhitungan skor poin individu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
a. jenis ketenagaan;
b. posisi jabatan;
c. masa kerja;
d. resiko keija;
e. tingkat kegawatdaruratan; dan
f. kehadiran/capaian kinerja.

(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), didasarkan pada :
a. jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui 

oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
b. memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan 

yang diakui dan dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk 
oleh Pemerintah bagi jenis pendidikan yang menerbitkan 
surat tanda registrasi;

c. wajib memiliki surat izin praktik yang diterbitkan oleh 
Dinas atau Perangkat Daerah yang mengurusi urusan 
pemerintahan di bidang perizinan; dan

d. bagi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
pada huruf b dan huruf c, maka poin diberikan paling 
banyak 50% (lima puluh persen) dari poin sesuai jenis 
pendidikannya sampai menunjukkan surat tanda 
registrasi dan/atau surat ijin praktik yang sah.

(4) Masa keija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dihitung berdasarkan masa kerja seluruhnya yaitu masa keija 
yang dihitung sejak seseorang diangkat sebagai calon pegawai 
negeri sipil atau pegawai negeri sipil yang tercantum dalam 
surat keputusan terakhir yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang.

(5) Variabel risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat 
pekeijaannya.

(6) Variabel kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e merupakan penilaian beban keija pegawai yang 
berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara 
langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan 
pelayanan.

(7) Variabel kehadiran/capaian kineija sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f dinilai berdasarkan :
a. kehadiran pada hari kerja;
b. adanya variabel pengurang pada kineija; dan
c. adanya variabel penambah pada kineija.

(8) Kriteria perhitungan skor poin individu yang 
mempertimbangkan variabel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) BLUD UPTD Puskesmas wajib menghitung jasa pelayanan 
yang diterima tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan 
kesehatan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan 
variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD 
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ju m lah ...



(3) Jumlah jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing- 
masing tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dihitung 
menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disusun dalam format daftar skor poin penilaian jasa 
pelayanan pegawai BLUD UPTD Puskesmas oleh Tim Penilai 
Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 16

(1) Pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana atau 
klaim yang diusulkan oleh BLUD UPTD Puskesmas 
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada masyarakat.

(2) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui 
rekening BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari dana non 
kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 
a dihitung menggunakan poin pemberi layanan yang 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas 

Pasal 17

(1) Untuk menjamin keberlangsungan peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan BLUD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pelaksanaan PPK 
BLUD UPTD Puskesmas, perlu dibentuk tim manajemen yang 
berfungsi dalam pengendalian kineija, teknis dan keuangan 
BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala puskesmas/pemimpin BLUD;
b. kepala tata usaha/pejabat keuangan;
c. bendahara penerimaan BLUD;
d. bendahara pengeluaran BLUD;
e. pembantu bendahara pengeluaran BLUD;
f. pengelola barang dan aset;
g. tim penilai jasa pelayanan;
h. tim primary care;
i. tim pembina teknis BLUD; dan
j. tim pembina keuangan BLUD.

(3) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas selaku 
Pemimpin BLUD.

(4) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dapat diberikan insentif tambahan sesuai dengan poin 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI...



BAB VI
BELANJA BLUD UPTD PUSKESMAS 

Pasal 18

(1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 
huruf b dimanfaatkan untuk :
a. belanja pegawai;
b. belanja barang; dan
c. belanja modal.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan :
a. belanja pegawai yang berasal dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara (rupiah mumi); dan
b. belanja pegawai yang didanai dari pendapatan BLUD 

UPTD Puskesmas, sebagai belanja barang BLUD UPTD 
Puskesmas.

(3) Belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari belanja barang 
dan belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara (rupiah mumi) dan yang didanai dari 
pendapatan BLUD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 19

(1) BLUD UPTD Puskesmas berkewajiban:
a. membentuk dan menetapkan tim manajemen BLUD UPTD 

Puskesmas;
b. membentuk dan menetapkan tim penilai jasa pelayanan;
c. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD UPTD 

Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan;
d. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil 

rekonsiliasi dengan Tim Pembina BLUD;
e. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan 

untuk semua pegawai di BLUD UPTD Puskesmas dan 
jaringannya berdasarkan regulasi; dan

f. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme 
pelaksanaan pelayanan kesehatan.

(2) BLUD UPTD Puskesmas berhak :
a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan BLUD 

UPTD Puskesmas dan jaringannya dari pendapatannya;
b. memperoleh jasa pelayanan dari pendapatannya sesuai 

ketentuan yang berlaku; dan
c. memperoleh pembinaan dari Tim Pembina Teknis BLUD 

oleh Dinas Kesehatan dan Tim Pembina Keuangan BLUD 
oleh perangkat daerah yang menangani urusan keuangan 
daerah.

BAB VIII...



BAB VIII
MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu 
Mekanisme Penilaian

Pasal 20

(1) Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3) melakukan mekanisme penilaian jasa 
pelayanan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang merupakan 
perwakilan dari pegawai yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.

(4) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai disampaikan kepada 
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melalui Pejabat 
Keuangan/Kepala Tata Usaha BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua 
Mekanisme Pembayaran

Pasal 21

(1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan 
berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa 
pelayanan pada bulan yang bersangkutan.

(2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi 
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas melakukan 
pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan menyusun daftar nominatif penerima jasa 
pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

(4) Pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan pendapatan dana BLUD UPTD Puskesmas 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku 
bagi pekerja pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak 
kineija dengan pihak ketiga.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23

(1) Dinas melakukan pembinaan manajemen maupun teknis 
fungsional BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka peningkatan 
mutu dan akses pelayanan kesehatan serta utilisasi dan 
pemanfaatan BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh 
perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.

(3) D alam ...



(3) Dalam melakukan tugas dan fungsi pembinaan, perlu 
dibentuk Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri 
dan Tim Pembina Teknis BLUD UPTD Puskesmas dan Tim 
Pembina Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dan huruf j ditunjuk 
dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) beijumlah paling banyak 5 (lima) orang pada 
Tim Pembina Teknis dan beijumlah paling banyak 5 (lima) 
orang pada Tim Pembina Keuangan yang melakukan 
pembinaan terhadap seluruh BLUD UPTD Puskesmas di 
Daerah yang menerapkan PPK BLUD.

(5) Tim Pembina BLUD melakukan pengawasan terhadap 
Pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan di BLUD UPTD 
Puskesmas setiap tahun.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD 
Puskesmas dievaluasi setiap tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi 
lebih lanjut guna perbaikan metode pemanfaatan dana 
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana 
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini :
a. untuk pendapatan BLUD yang berasal dari dana kapitasi, 

dana non kapitasi, dan prolanis pada tahun 2024 sebelum 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya 
berpedoman kepada Peraturan Bupati Melawi Nomor 49 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan; dan

b. untuk pendapatan yang berasal dari pelayanan kesehatan 
umum dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah tahun 2024 
yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 
pemanfaatannya dan pembayarannya berpedoman pada 
Peraturan Bupati.

BAB XII...



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  
P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  dalam  Berita D aerah 
K abupaten  Melawi.

D itetapkan di Nanga Pinoh
tanggal 3 I &CP- 2024

UPATI MELAWI, 

SUNARYA USFA YURSA

D iundangkan  di Nanga Pinoh 
pada  tanggal 'S1 QfSFrTTep- 2024

SEKRET. H KABUPATEN MELAWI,

BERI LAWI TAHUN 2024 NOMOR W



\

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 3 9  TAHUN 2024

TANGGAL DeseM&e(i TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN 
MELAWI

KRITERIA PERHITUNGAN SKOR POIN INDIVIDU JASA PELAYANAN

A. Variabel J e n is  K etenagaan

1. Tenaga yang berasa l dari ASN d an  Tenaga K ontrak D aerah.

NO JENIS KETENAGAAN POIN

1 D okter U m um  d an  D okter Gigi 150

2 Apoteker, Tenaga Profesi K eperaw atan (Ners), Tenaga Profesi 
B idan

100

3 Tenaga K esehatan  dengan  Ijazah S 1 /D 4 80

4 Tenaga K esehatan  dengan  Ijazah D3 60

5 A sisten Tenaga K esehatan 50

6 Tenaga Non K esehatan  dengan  Ijazah S 1 /D 4 60

7 Tenaga Non K esehatan  dengan  Ijazah D3 50

8 Tenaga Non K esehatan  dengan  Ijazah dibaw ah D3 25

2. Tenaga yang berasa l dari p en u g asan  k h u su s  :

a. In tem sip ;

b. N u san tara  Sehat; dan

c. tenaga  yang d iangkat se rta  digaji dari P endapatan  BLUD UPTD 

Puskesm as.

NO JENIS KETENAGAAN POIN

1 D okter U m um  d an  D okter Gigi 75

2 Apoteker, Tenaga Profesi K eperaw atan (Ners), Tenaga Profesi 

B idan
50

3 Tenaga K esehatan  dengan  Ijazah S 1 /D 4 40

4 Tenaga K esehatan  dengan  Ijazah D3 30

5 A sisten Tenaga K esehatan 25

6 Tenaga Non K esehatan  dengan  Ijazah S 1 /D 4 30

7 Tenaga Non K esehatan  dengan Ijazah D3 25

8 Tenaga Non K esehatan  dengan  Ijazah dibaw ah D3 15

B. Variabel...



B. Variabel Posisi Jabatan

NO POSISI JABATAN UTAMA POIN

1 Pegawai Puskesmas Tanpa Jabatan Utama(*) 5

2 Kepala Puskesmas/Pemimpin BLUD 60

3 Pejabat Keuangan/Kepala Tata Usaha 30

4 Bendahara Penerimaan BLUD 40

5 Bendahara Pengeluaran BLUD 40

6 Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD 20

7 Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD 20

8 Penanggung Jawab Klaster 2 (Ibu dan Anak) 15

9 Penanggung Jawab Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) 15

10
Penanggung Jawab Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit 
Menular)

15

11 Penanggung Jawab Lintas Klaster 15

12 Penanggung Jawab Barang dan Aset 15

13
Penanggung Jawab Manajemen Ketatausahaan : 
kepegawaian, keuangan dan sistem informasi

15

14 Penanggung Jawab Manajemen Pemberdayaan Masyarakat 15

15 Penanggung Jawab Manajemen Jejaring Puskesmas 15

16 Penanggung Jawab Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien 15

17 Penanggung Jawab Pelayanan Gawat Darurat 15

18 Penanggung Jawab Pelayanan Rawat Inap 15

19 Penanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian 15

20 Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium 15

21 Penanggung Jawab Pelayanan Persalinan 85 Nifas 15

22
Penanggung Jawab Layanan Loket Pendaftaran dan Kajian 
Awal

15

23
Penanggung Jawab Layanan Rekam Medis/Elektronik Rekam 
Medis

15

24 Petugas Primary Care 10

25 Pembantu Penanggung Jawab Barang dan Aset 10

26 Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 10

27
Pengelola Administrasi Keuangan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK)

10

28 Pengelola Kegiatan Operasional Kesehatan (BOK) 10

29 Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Ibu Hamil 10

30
Penanggung Jawab Layanan Usia Bayi, Balita dan Anak 
Prasekolah

10

31 Penanggung...



NO POSISI JABATAN UTAMA POIN

31 Penanggung Jaw ab  L ayanan Usia Anak Usia Sekolah 10

32 Penanggung Jaw ab  L ayanan Usia Remaja 10

33 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  L anjut Usia 10

34 Penanggung Jaw ab  L ayanan Im unisasi 10

35 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Gizi 10

36 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Keluarga B erencana 10

37 Penanggung Jaw ab  L ayanan Penyakit Tidak M enular 10

38 Penanggung Jaw ab  L ayanan Promosi K esehatan 10

39 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  L ingkungan 10

40
Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Tradisional 
K om plem enter

10

41 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Kerja d an  O lahraga 10

42 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Jiw a 10

43 Penanggung Jaw ab  L ayanan Surveillans 10

44 Penanggung Jaw ab  L ayanan TB Paru 10

45 Penanggung Jaw ab  Layanan VCT d an  IMS 10

46 Penanggung Jaw ab  L ayanan F ram busia  d an  K usta 10

47 Penanggung Jaw ab  L ayanan M alaria 10

48 Penanggung Jaw ab  L ayanan IVA d an  SADANIS 10

49 Penanggung Jaw ab  L ayanan K esehatan  Gigi M asyarakat 10

50 Penanggung Jaw ab  Layanan F ilariasis/K ecacingan 10

51 Penanggung Jaw ab  L ayanan H epatitis 10

52 Petugas K esehatan  D esa 2

(*) K husus u n tu k  Pegawai P uskesm as yang tidak  m en d ap atk an  J a b a ta n  U tam a 

te tap i m elakukan  pelayanan  langsung  kepada  pasien  di P u skesm as d ap a t 

diberi tam b ah an  poin sebesar 5 poin.

C. Variabel Masa Kerja

NO MASA KERJA POIN

1 < 5 ta h u n 2

2 5 - 1 0  ta h u n 5

3 1 1 - 1 5  ta h u n 10

4 1 6 - 2 0  ta h u n 15

5 2 1 - 2 5  ta h u n 20

6 > 2 5  ta h u n 25

D. Variabel...



D. Variabel Risiko Kerja

NO JENIS RISIKO
JENIS

PEKERJAAN
UNIT TERKAIT POIN

1 Risiko ringan - pekerjaan  
klinis;

- pekeijaan  
non  klinis; 
dan

- pekerjaan  
adm in istrasi.

- bagian adm in istrasi 
pendaftaran  dan  
kajian  awal;

- bagian p erencanaan  
dan  um um ;

- adm in istrasi dan  
operasional 
B an tu an  

O perasional 
K esehatan (BOK);

- sa tu a n  
pengam anan;

- bagian penyakit 
tidak  m enular;

- bagian k eseh a tan  
b a lita /a n a k  dan  
rem aja;

- bagian prom osi 
kesehatan ;

- bagian prim ary  
care;

- bagian rekam  

medis;
- bagian gizi, dan;
- bagian k eseh a tan  

ibu.

10

2 Risiko sedang - pekeijaan  

klinis;
- pem eliharaan  

gedung 
sa ra n a  dan  
p rasa ran a ; 
dan

- bagian pem eriksaan  
um um  d an  lan ju t 
usia;

- kefarm asian;
- bagian k eseh a tan  

lingkungan;
- bagian keluarga 

berencana;
- bagian kebersihan ;
- sup ir am bulans;
- bagian raw at inap;
- bagian im unisasi; 

dan
- bagian k eseh a tan  di 

dalam  desa.

20

3 Risiko...



3 Risiko tinggi - pekerjaan  
dengan 
tin d ak an  
medis.

- pekerjaan  
terka it 
adm in istrasi, 
m anajem en 
dan
k euangan

P uskesm as

- bagian gaw at 
d aru ra t;

- bagian persalinan ;
- bagian k eseh a tan  

gigi d an  m ulu t;
- laboratorium ;
- bagian p en an g an an  

infeksi sa lu ran  
p e rn ap asan  a k u t 

dan  tuberku losis  
paru ; d an

- B endahara  
Puskesm as.

30

4 Risiko san g at 
tinggi

- pekeijaan  
terka it 
dengan 

tanggung  
jaw ab  
se lu ruh  
pelayanan  
baik  dari segi 
pelayanan  
k eseh a tan , 
adm in istrasi, 
m anajem en, 
keuangan  
d an  h u k u m

- pem im pin BLUD.

40

E. Variabel T ingkat K egawatdaruratan

NO JENIS RISIKO UNIT TERKAIT POIN

1 K egaw atadaru ra ta n  
T ingkat R endah

- bagian  adm in istrasi p e rk an to ran  
(Pemimpin BLUD, Kepala Tata U saha, 
pegawai ta ta  usaha);

- bagian  adm in istrasi, m anajem en, dan  
bagian  k euangan  Puskesm as BOK 
d an  BLUD;

- prim ary care;

- pe tugas pad a  bagian sterilisasi;
- pe tugas keam anan ; dan
- pe tugas kebersihan .

5

2 K egaw atdaruratan  

T ingkat Sedang

- bagian adm in istrasi pelayanan  

(petugas pendaftaran , rekam  m edis, 
adm in istrasi raw at inap);

- pe tugas raw at inap;
- pe tugas k e seh a tan  desa; dan
- se lu ru h  pe tugas pada  u n it raw at 

ja lan .

10

3 K egaw atdaruratan  

T ingkat Tinggi

- pe tugas u n it gaw at d a ru ra t; dan
- pe tugas p ad a  p en an g an an  persalinan .

15

F. Variabel...



1. K ehadiran p ad a  hari kerja.

F. Variabel Kehadiran/Capaian Kinerja

NO KEHADIRAN/CAPAIAN KINERJA
JUMLAH

POIN
KETERANGAN

1 H adir se tiap  hari k e ija
1

diberi poin per 
h a ri kerja

2 P enugasan  oleh pe jabat yang 
berw enang sesua i dengan  tu g as 
pokok d an  fungsinya

1
diberi poin per 

h a ri kerja

3 Tidak m asu k  ta n p a  keterangan
3

pengu rangan  poin 
per ha ri ke ija

4 S ak it dengan m elam pirkan su ra t 
ke te rangan  sak it oleh D okter 

(m aksim al 3 hari)
1

pengu rangan  poin 
d ih itung  m ulai 

hari ke-4

5 Sakit ta n p a  m elam pirkan  su ra t 
ke te rangan  sak it

1
pengu rangan  poin 

per ha ri kerja

6 T erlam bat h ad ir a ta u  pu lang  
sebelum  w ak tunya  d iakum ulasi 
sam pai dengan  7 (tujuh) jam

1
Per ak u m u lasi 7 

jam  ke ija

7 Cuti (tahunan , m elah irkan , a la san  
penting, d ilua r tanggungan  Negara) 1

Pengurangan  hari 

cu ti sesuai 
dengan  hari ke ija

8 Petugas desa  (bidan d an  perawat) 
yang jam  k e rja /p e lay an an n y a  tidak  
sesu a i dengan jam  kerja  UPTD 

P uskesm as w ak tunya  
d iakum ulasikan  sam pai dengan 7 

(tujuh) jam

l

pengu rangan  poin 
per ak u m u lasi 7 

jam  kerja

9 Ijin (tidak m asu k  k a re n a  keg iatan  
lain  ta n p a  su ra t tu g as dari 
kedinasan)

1
pengu rangan  poin 

per hari kerja

10 Ijin a ta u  tidak  m asu k  k a ren a  
m engikuti keg iatan  lain a tau  
m engikuti kegiatan  organ isasi bagi 
Pegawai P uskesm as yang m enjadi 
p en g u ru s anggota organ isasi 
(dengan m elam pirkan  su ra t tu g as 
a ta u  u n d an g an  dari o rgan isasi).

1

P engurangan  poin 
per h a ri kerja  

Kecuali pegawai 
P uskesm as yang 

m engikuti 
kegiatan  dengan 

m enggunakan  
S u ra t Tugas dari 

Kepala D inas 
tidak  d ikenakan  

pengurangan  
poin;

2. Adanya...



2. Adanya variabel pengurang  pad a  k ineija.

JUMLAH

NO VARIABEL PENGURANG POIN KETERANGAN

PENGURANG

1 Petugas desa  (bidan dan Poin pengurangan

perawat) yang tidak  tinggal di h ilang  jik a

desa  (kecuali dengan  a la san petugas desa

yang d ibenarkan  seperti su d a h  tinggal

p u s tu /p o sk e sd e s  tidak  layak m enetap  di

h u n i, dll) p u s tu  /  poskesdes

2 Tidak m engikuti apel :

a. 1 - 2  kali 1 Per bu lan

b. Lebih dari 2 2

3 Tidak m engikuti Lokakarya Mini 

B u lanan  (kecuali dengan  a la san  

yang  d ibenarkan  seperti sak it 1- 

3 hari, sedang  d in as lu a r  d an  

sebagainya)

5 Per bu lan

4 M endapatkan  h u k u m an  disiplin: P engurangan  poin

a. S u ra t teg u ran  pertam a 3 berlaku  selam a 3

b. S u ra t teg u ran  kedua 4 (tiga) bu lan

c. S u ra t teg u ran  ketiga 5 b e rtu ru t- tu ru t

d. S u ra t peringatan  pertam a 7 sejak  m ulai

e. S u ra t peringatan  kedua 8 diterim anya su ra t

f. S u ra t peringa tan  ketiga 10 tegu ran  a tau

su ra t

peringatan . (**)

(**) Pengurangan poin terhitung :

• Jika tanggal surat diterbitkan < tanggal 15 pada bulan perhitungan, maka poin pengurangan 

terhitung mulai bulan bersangkutan sam pai 3 bulan berturut-turut.

• Jika tanggal surat diterbitkan > tanggal 15, m aka poin pengurangan terhitung pada bulan  

berikutnya sampai 3 bulan berturut-turut.

3. Adanya...



3. Adanya variabel penam bah  p ad a  kinerja.

NO VARIABEL PENAMBAH
JUMLAH

POIN
PENAMBAH

KETERANGAN

1 Bagi pe tugas dengan  posisi 
ja b a ta n  u ta m a  yang 
m en d ap atk an  tu g as  tam b ah an  
selain  posisi ja b a ta n  u tam a  yang 
d ibuk tikan  dengan  K epu tusan  
Pem im pin BLUD.

2

Setiap rangkap  
tu g as  diberikan  
poin tam b ah an  

yang berlaku  
kelipatan  d an  

sebanyak- 
banyaknya 3 

rangkap  
ja b a ta n / tu g a s  

tam b ah an .

2 M endapatkan  penghargaan  
te rtu lis  dari D inas K esehatan  
K abupaten  m au p u n  In stan si 
Non K esehatan  T ingkat 
K abupaten

7

P enam bahan  poin 
berlaku  selam a 3 

(tiga) b u lan  
b e r tu ru t- tu ru t 

sejak  m ulai 
d iterim anya 

penghargaan  
tertulis(**)

3 M endapatkan  penghargaan  
te rtu lis  dari D inas K esehatan  
P ro v in si/P u sa t m au p u n  In stan si 
Non K esehatan  T ingkat 
P ro v in si/P u sa t m endapat 
tam b a h an  10 poin; d an

10

P enam bahan  poin 
berlaku  selam a 3 

(tiga) bu lan  
b e r tu ru t- tu ru t 

sejak  m ulai 
d iterim anya 

penghargaan  
te rtu lis .(**)

(**) Penambahan poin terhitung :

• Jika tanggal penghargaan diberikan < tanggal 15 pada bulan perhitungan, maka poin 

ditambahlan terhitung mulai bulan bersangkutan sampai 3 bulan berturut-turut.

• Jika tanggal penghargaan diberikan > tanggal 15, maka poin ditambahkan terhitung pada 

bulan berikutnya sampai 3 bulan berturut-turut.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR ^3  TAHUN 2024

TANGGAL 3 1 OseMfcLR TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN 
MELAWI

FORMULA PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

( Pvt + Pvm + Pvr + Pvg +Ptam - Pkur )
pyj x %K

Jumlah Total Akhir 
Poin Seluruh Pegawai

Total Jasa Pelayanan 
yang Diperhitungkan

Keterangan :

Pvt Poin Variabel Ketenagaan

Pvm Poin Variabel Masa Keija

Pvr Poin Variabel Risiko Keija

Pvg Poin Variabel Kegawatdaruratan

Pvtam Poin Variabel Penambah

Pvkur Poin Variabel Pengurang

Pvj Poin Variabel Posisi Jabatan

6 konstanta

%K Persentase Kehadiran

NARYA USFA YURSA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 20 TAHUN 2024

TANGGAL *>\ TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

D A F T A R  S K O R  P O IN  P E N IL A IA N  J A S A  P E L A Y A N A N  B L U D  U P T D  P U S K E S M A S  

B E R D A S A R K A N  P E N D A P A T A N  Y A N G  B E R S U M B E R  D A R I  D A N A  K A P IT A S I  D A N  P E L A Y A N A N  U M U M

Nama Puskasmas Alofcasi Jasa Palayanan Sttuai Paraturan Bupati 60S
Bulan Parhitungan Total Pandapatan (Dana Kapitasi dan Palayanan Umum) Rp
Tahun Jasa Palayanan sabasar 60S (anam puluh parsan) Rp.

NO N A M A N IP
STATUS

K EP E G A W A IA N
G O LO N G A N N PW P

PE R S E N TA S E

K EH A DIRA N

(H )

URAIAN TOTAL

P O IN  URAIAN

kolom

[; 9 *  1 0 *  1 1 *1 2 *1 3 -  
1 4 r f ]  *  ko lon  9

TOTAL A K HIR  

PO IN  

PE G A W A I

kolom 7  X  

koicrt 15

JU M LA H  JA S A  

PE LA Y A N A N  

S E 8E LU M  

O IPO TO N G  
PA JA K

P A J A K  PP h  

21

IW P

1 H

JU M LA N  B ER SIH  

JA S A

P E LA Y A N A N  

Y A N G  D ITE R IM A

VA R IA B EL  

R A NG KA P  

TUG A  S /P O S IS I 

JABATAN

VA R IA B EL
K E TEN A G A A N

VA R IA B EL

M A S A

K E R JA

VA R IA B EL

R IS IK O
K ER JA

VA R IA B EL

K EG A W AT

DARURATAN

VA R IA B E L
P E N A M B A K

V A R IA 8E L

P E N G U R A N G

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 11 IS IS 17 18 19 20

TOTAL

U arg a ta rj
P a r n s r ptr. B L u D X i,* sa  =a " 5 g . " 3  A - ; ; a ' 3 '  
U PTD  = j« * * s~ -a s

Ta^pai. ta-j'ja! Cvi** aan ta*u«

3 * - 3 a - a '»  B a -a* :^ a '* «  BLUD 

OPTO PwS«a»r~-B*

NAMA

Pa*3-<jt S o 'S 'ja ’- 
NIP

NAMA

Fa*59«*t
N IP

SUNARYA USFA YURSA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 33 TAHUN 2024
TANGGAL 3 i  TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

POIN PEMBERI LAYANAN UNTUK PEMBAGIAN JASA PELAYANAN 
YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DANA NON KAPITASI

NO URAIAN JENIS PELAYANAN
JASA PELAYANAN (90%)

DOKTER PERAWAT BIDAN FARMASI ANALIS LAB ADMINISTRASI & 
REKAM MEDIS

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rawat Inap 0 ,2 5 0 ,7 0 - 0 ,0 2 0 ,0 2 0,01
2 Persalinan Oleh Dokter 0 ,5 8 - 0 ,3 5 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,02
3 Persalinan Oleh Bidan 0 ,1 5 - 0 ,7 6 0 ,0 5 0 ,0 2 0 ,02
4 Persalinan Bagi Puskesm as PONED 0 ,5 0 0 ,2 2 0 ,2 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0,01
5 Ante Natal Care (ANC) oleh Bidan - - 0 ,8 5 0 ,0 5 0 ,0 8 0 ,02
6 Ante Natal Care (ANC) dengan USG Dokter 0 ,6 0 - 0 ,2 7 0 ,0 4 0 ,0 7 0 ,02
7 Pemeriksaan IVA - - 0 ,9 0 0 ,0 3 0 ,0 5 0 ,02
8 Pemeriksaan Pap Smear - - 0 ,9 0 0 ,0 3 0 ,0 5 0 ,02

9 Skrining thalasem ia 0 ,1 0 0 ,0 5 - 0 ,0 3 0 ,8 0 0 ,02
10 Pra Rujukan Komplikasi Kehamilan 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,8 0 - - -
11 Post Natal Care (PNC) - - 0 ,9 5 0 ,0 3 - 0,02
12 Pelayanan Kontrasepsi 0 ,1 0 - 0 ,8 5 0 ,0 3 - 0 ,02
13 Pelayanan Protesa Gigi 0 ,6 0 0 ,3 0 - 0 ,0 5 0 ,0 3 0 ,02

K eterangan : J a s a  p elayan an  yan g  d ibagikan  ad a lah  J u m la h  d a n a  n on  kap itasi yan g  d idap atk an  se su a i d en gan  ur; 
dikalikan  d en gan  poin  p em beri lay an  an.

s  p elayan an  seb esa r  90%

PATI MELAWI,

UNARYA USFA YURSA
L A



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 3 3  TAHUN 2024
TANGGAL 3 ( DeSEweeit TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI 
KABUPATEN MELAWI

POIN INSENTIF TAMBAHAN TIM MANAJEMEN BLUD UPTD PUSKESMAS

NO JABATAN POIN
1 Pem im pin BLUD/Kepala P uskesm as 0,4
2 Pejabat K euangan / Kepala T ata  U saha 0,08
3 B endahara  Penerim aan BLUD 0,08
4 B endahara  Pengeluaran  BLUD 0,2
5 Pem bantu  B en d ah ara  P engeluaran  BLUD 0,05
6 Pengelola Aset dan  B arang 0,03
7 Tim Penilai J a s a  Pelayanan 0,02
8 Tim Primary Care 0,04
9 Tim Pem bina Teknis BLUD 0,05
10 Tim Pem bina K euangan BLUD 0,05

Keterangan :
Poin masing-masing jabatan dikalikan dengan besaran alokasi pada manajemen BLUD.
Pada jabatan nomor 7 sampai nomor 10 besaran dihitung berdasarkan tim yang kemudian 
dibagikan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan.

'I SUNARYA USFA YURSA



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

D A F T A R  N O M IN A T IF  P E N  E R IM  A  J A S A  P E L A Y A N A N  B L U D  U P T D  P U S K E S M A S  

B E R D A S A R K A N  P E N D A P A T A N  Y A N G  B E R S U M B E R  D A R I  D A N A  K A P I T A S I  D A N  P E L A Y A N A N  U M U M

N a m a  P u s k e s m a s  
B u l a n  P e r h i t u n g a n  
T a h u n

NO NAM A NIP OOLONGAN
STATU S

KE PEGAWAI AN
NPWP

TOTAL AKHIR 
POIN 

PEGAWAI

JUMLAH JASA  
PELAYANAN  

SEBELUM PAJAK  

(Rpl

PAJAK PPh 21 

(Rpl

IWP
1

<Rp)

JUMLAH BERSIH  
JASA PELAYANAN  

YANG DITERIMA 

(Rp)

NOMOR REKENING TAN DA TAN GAM

1 a 3 4 S 6 r • 9 i o 11 13 13

TOTAL

Tam pat. Dulan <S»n tahun

F e j s C s !  K a o a d q a ?-. 
U P T D  P u k i f t t m a i

Be"dshj'«  Pangaluaran BLUO 

UPTD Pus«.*»mas

L I A L 'A
Panghat Gslongan 
NIP

M angatahui.
Pamimpm BLUO Kuata P*"gguna Anggi 

UPTD Pu»«asmat

Panghat Golongan 
NIP

N A M  A
Panghat Golongan 

NIP

SUNARYA USFA YURSA


